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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah | No.1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (12110) Telp: (021) 7264112 email: surat@atrbpn.go.id

Nomor : 524 /Und-200.10.TR.01/X1/2025 Jakarta, 10 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) Lembar
Hal : Permohonan Penanggap dan Moderator
Kajian Insentif dan Disinsentif
di Provinsi Sumatera Barat

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Paket 2b Proyek RIMBA
Tahun Anggaran 2025 terkait Kajian Insentif dan Disinsentif termasuk Imbal Jasa
Ekosistem dalam Pelaksanaan Tata Ruang di Koridor RIMBA (Provinsi Riau, Provinsi
Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat), kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir
sebagai penanggap dan moderator pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025

Waktu : 09:00 WIB s.d. selesai.

Tempat : Hotel Santika Premiere Padang
Jl. Jend. A Yani No.20, Kec. Padang Barat, Kota Padang

Agenda : Pembahasan Skema Insentif dan Disinsentif serta
Identifikasi  Keterlibatan Stakeholders di Provinsi
Sumatera Barat

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat
hadir dengan membawa Surat Tugas (ST) dan bahan paparan sesuai dengan kerangka
acuan kegiatan (sebagaimana terlampir). Materi rapat dapat diakses melalui tautan
https://linktr.ee/RIMBA2B. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat
menghubungi Sdri. Nika (087770601000) atau Sdri. Dini (082144885719).

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu, diucapkan terima
kasih.

Direktur Perencanaan Tata Ruang,

Nuki Harniati
NIP. 197012032001122001

Tembusan:
Direktur Jenderal Tata Ruang, di Jakarta

@%E] Dokumen in: sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalu: e Office ATR/BPN menggunakan
sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan
y fitur 'Validasi Surat’ pada aplikasi Sentuh Tanahku




Lampiran I

Surat Direktur Perencanaan Tata Ruang
Nomor : 524 /Und-200.10.TR.01/XI/2025
Tanggal : 10 November 2025

Daftar Undangan

. Penanggap

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.

. Moderator

Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat.




Lampiran II

Surat Direktur Perencanaan Tata Ruang

Nomor
Tanggal

Susunan Acara

: 524 /Und-200.10.TR.01/XI/2025
10 November 2025

Pembahasan Skema Insentif dan Disinsentif
serta Identifikasi Keterlibatan Stakeholders di Provinsi Sumatera Barat

Padang, 20 November 2025

Waktu

Agenda

Keterangan

08:30 - 09:00

Registrasi

Seluruh Peserta

09:00 - 09:15

Sambutan Acara

Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Barat

09:15 - 09:30

Pembukaan dan Arahan

Direktur Perencanaan Tata
Ruang

09:30 - 10:00

Penyampaian Materi terkait Kajian
Insentif dan Disinsentif termasuk
Imbal Jasa Ekosistem dalam
Pelaksanaan Tata Ruang di Koridor
RIMBA

Tim Penyusun

10:00 - 11:00

Penyampaian Materi:
¢ Kebijakan dan Mekanisme

Pembayaran Jasa Lingkungan
Antardaerah
Tanggapan terhadap Hasil Kajian
Insentif dan Disinsentif termasuk
Imbal Jasa Ekosistem dalam
Pelaksanaan Tata Ruang di
Koridor RIMBA

Penanggap:
Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat

Penyampaian Materi:

e Skema Implementasi Imbal Jasa
Lingkungan DAS untuk Rencana
Pengembangan Skema Insentif
dan Disinsentif dalam Tata Ruang
Koridor Ekosistem RIMBA
Tanggapan terhadap Hasil Kajian
Insentif dan Disinsentif termasuk
Imbal Jasa Ekosistem dalam
Pelaksanaan Tata Ruang di
Koridor RIMBA

Penanggap:
Kepala Balai Besar Taman
Nasional Kerinci Seblat

11:00 - 12:00

Diskusi dan Tanya Jawab

Seluruh Peserta

Moderator:

Kepala Bidang Tata Ruang,
Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat

12:00 - 13:00

ISHOMA

Seluruh Peserta

13:00 - 15.00

Diskusi dan Tindaklanjut
Pembahasan

Seluruh Peserta

15:00 -15:30

Kesimpulan dan Penutup

Direktur Perencanaan Tata
Ruang




Lampiran III

Surat Direktur Perencanaan Tata Ruang
Nomor : 524 /Und-200.10.TR.01/XI/2025
Tanggal : 10 November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Pembahasan Skema Insentif dan Disinsentif
serta Identifikasi Keterlibatan Stakeholders di Provinsi Sumatera Barat

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi Indonesia yang terus berkembang membawa implikasi besar
terhadap keseimbangan ekologi dan tata kelola ruang. Perubahan penggunaan lahan yang
cepat, urbanisasi, serta meningkatnya eksploitasi sumber daya alam telah menekan
kapasitas ekosistem dalam menopang kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi. Kondisi
ini memperlihatkan perlunya pendekatan pembangunan yang tidak hanya menekankan
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dan distribusi
manfaat yang adil di tingkat lokal (UNEP, 2023).

Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap jasa ekosistem menjadi sangat penting.
Ekosistem tidak hanya memberikan manfaat langsung, seperti hasil hutan dan produk
pertanian, tetapi juga manfaat tidak langsung berupa pengaturan tata air, penyimpanan
karbon, perlindungan tanah, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati. Tantangan
utama bagi Indonesia adalah bagaimana nilai-nilai jasa ekosistem tersebut dapat
diterjemahkan ke dalam mekanisme kebijakan dan ekonomi yang mendorong perilaku
pelaku pembangunan agar lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan (FAO, 2019).

Salah satu pendekatan yang kini banyak digunakan untuk menjawab tantangan
tersebut adalah penerapan insentif dan disinsentif lingkungan. Insentif diberikan kepada
pihak yang menjaga atau memulihkan fungsi ekosistem, sedangkan disinsentif diterapkan
pada kegiatan yang menyebabkan degradasi atau pelanggaran terhadap rencana tata
ruang. Pendekatan ini terbukti efektif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang karena memadukan aspek ekonomi, kebijakan, dan tata kelola dalam satu
kerangka pengelolaan lingkungan (OECD, 2021). Namun demikian, keberhasilan
penerapannya sangat bergantung pada kepastian hukum, kejelasan kelembagaan, dan
kemampuan monitoring yang konsisten di lapangan.

Dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, konsep imbal jasa
lingkungan (payment for ecosystem services/PES) muncul sebagai bentuk konkret dari
penerapan insentif. Melalui mekanisme ini, pihak penerima manfaat jasa lingkungan
memberikan kompensasi kepada pihak pengelola atau pelestari ekosistem. Banyak
inisiatif terhenti karena tidak memiliki sumber pendanaan jangka panjang dan terlalu
bergantung pada bantuan donor (Lapeyre, Pirard, & Leimona, 2015). Di sisi lain, integrasi
PES ke dalam kebijakan tata ruang masih terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap
perubahan pola pemanfaatan lahan belum signifikan (Suich, Howe, & Menzies, 2016).

Keterlibatan sektor industri dalam mendukung upaya konservasi jasa lingkungan
menunjukkan perkembangan yang penting. Sejumlah perusahaan di sektor air minum,
energi, serta makanan dan minuman mulai menerapkan mekanisme kompensasi bagi
masyarakat hulu DAS yang menjaga sumber daya air dan tutupan hutan. Inisiatif
semacam ini muncul dari kesadaran terhadap risiko lingkungan yang dapat mengancam
rantai pasok dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, orientasi industri global menuju
produksi berkelanjutan mendorong banyak perusahaan untuk menginternalisasi biaya
lingkungan dalam strategi korporasi mereka (Partnerships for Forests, 2022). Praktik
tersebut bukan semata kegiatan tanggung jawab sosial, tetapi bagian dari strategi mitigasi
risiko bisnis dan inovasi pendanaan konservasi yang bisa memperkuat penerapan insentif
lingkungan jika diwadahi oleh kebijakan publik yang jelas.

Konteks tersebut menjadi sangat relevan bagi Koridor Ekosistem RIMBA, yang
mencakup wilayah di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat dengan luas sekitar 3,8
juta hektar (WRI, 2022). Koridor ini berfungsi sebagai penghubung ekologis antara blok-
blok hutan utama di Sumatera dan berperan penting dalam menjaga keanekaragaman




hayati serta keseimbangan iklim regional. Akan tetapi, tekanan akibat konversi lahan
untuk perkebunan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi terus meningkat, sehingga
menurunkan kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan (UNDP, 2023).
Oleh karena itu, penerapan skema insentif dan disinsentif di kawasan ini memiliki nilai
strategis untuk memperkuat integrasi antara kebijakan tata ruang, pengelolaan hutan,
dan mekanisme pembiayaan lingkungan lintas wilayah administratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyelenggaraan Diskusi Pakar ini menjadi langkah
penting untuk merumuskan arah implementasi skema insentif dan disinsentif dalam
pemanfaatan jasa lingkungan hutan di Indonesia. Forum ini diharapkan mampu
menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah
guna menyusun model kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan dapat
diimplementasikan di tingkat tapak. Selain menghasilkan rumusan strategis untuk
koridor ekosistem RIMBA, diskusi ini juga diharapkan memperkuat kerangka kebijakan
nasional dalam mengintegrasikan instrumen ekonomi lingkungan ke dalam perencanaan
ruang dan tata kelola ekosistem yang berkelanjutan.

B. KONSEP KEGIATAN
1. TUJUAN

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) ini ini dimaksudkan untuk
memperkuat pemahaman dan mempertemukan berbagai perspektif dalam
merumuskan arah pengembangan skema insentif dan disinsentif terhadap
pemanfaatan jasa lingkungan. Melalui forum ini, diharapkan dapat diperoleh
gambaran komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan peluang penerapan
instrumen ekonomi lingkungan sebagai bagian dari strategi pengelolaan ruang
yang berkelanjutan, khususnya di Koridor Ekosistem RIMBA.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

a. Menganalisis arah kebijakan pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau
dan pembangunan berkelanjutan yang relevan terhadap arah pengembangan
skema insentif dan disinsentif berbasis jasa lingkungan.

. Menganalisis peluang pemanfaatan instrumen fiskal dan non-fiskal dalam
mendukung penerapan skema insentif dan disinsentif berbasis jasa
lingkungan.

. Mengkaji pendekatan desain skema insentif dan disinsentif yang sesuai
dengan perkembangan saat ini, termasuk mekanisme pembayaran jasa
lingkungan hidup (PJLH), carbon trade, result-based financing, subsidi
konservasi, biodiversity credit, serta penguatan instrumen sanksi
administratif dan hukum dalam pengelolaan jasa lingkungan khususnya
dinamika sosial-ekologis dan tata kelola lintas provinsi di ekosistem RIMBA

. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran
pendanaan lingkungan hidup, serta dinamika kolaborasi multipihak dalam
mendukung implementasi skema tersebut.

. Mengkaji pendekatan implementasi lintas wilayah terhadap penerapan skema
insentif dan disinsentif berbasis jasa lingkungan, dengan mempertimbangkan
harmonisasi kebijakan, kesiapan pelaksana daerah, dan mekanisme
pemantauan.

2. PENYELENGGARA
Penyelenggara FGD ini adalah Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Direktorat
Jenderal Tata Ruang, Kementeria Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) dan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah (P4W), Institut Pertanian Bogor.




3. KEBUTUHAN INFORMASI NARASUMBER

Narasumber

Waktu

Kebutuhan Informasi

Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera
Barat

30 menit

Topik:

Kebijakan dan mekanisme
pembayaran jasa lingkungan antar
daerah

Tanggapan terhadap Hasil Kajian
Insentif dan Disinsentif termasuk
Imbal Jasa  Ekosistem  dalam
Pelaksanaan Tata Ruang di Koridor
RIMBA

Kepala Balai Besar
Taman Nasional
Kerinci Seblat

30 menit

Topik:

Skema Implementasi Imbal Jasa
Lingkungan DAS untuk Rencana
Pengembangan Skema Insentif dan
Disinsentif dalam Tata Ruang Koridor
Ekosistem RIMBA.

Tanggapan terhadap Hasil Kajian
Insentif dan Disinsentif termasuk
Imbal Jasa  Ekosistem  dalam
Pelaksanaan Tata Ruang di Koridor
RIMBA




